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SURAT TUGAS 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  DOKUMENTASI 

 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TAHUN 2026 

 
Nomor B.480/BBRSEKP/KP.440/III/2026 

 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 
lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan; 

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan 
ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk 
ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan 
dan Perikanan; 

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 
2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial 
Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 
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Memberi Tugas 
 

Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Riset 
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPID BBRSEKP)  

Untuk : 1. Melaksanakan uraian tugas sebagaimana terlampir 
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan 

apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diubah 
sebagaimana mestinya 

 
 Jakarta,  16 Maret  2026 

Kepala Balai Besar Riset Sosial 
Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
 
 
 
Novi Susetyo Adi 
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 Lampiran  

Surat Tugas Kepala Balai Besar Riset Sosial 
Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
Nomor:B.480/BBRSEKP/KP.440/III/2026 
Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan 

 
Struktur Kelembagaan  

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2026 
 

NO NAMA JABATAN DALAM TIM 

1 Dr. Novi Susetyo Adi S.T., M.Si. PPID Pelaksana  

2 Heny Lestari S.E 

 

Wakil PPID Pelaksana/ Kepala 
Subbagian Umum 

3 Nensyana Shafitri Koordinator/Petugas Pelayanan 

4 Eva Octaviani Cesyuria Anggota Bidang Pelayanan Informasi/ 
Petugas Layanan 

5 Alfi Fadillah Aisyah Sari Anggota Bidang Pelayanan Informasi/ 
Petugas Layanan 

6 Nurhendra Anggota Bidang Pengelola Data Dan 
Informasi/Petugas Layanan 

7 Ilham Ferbiansyah Anggota Bidang Pengelola Data Dan 
Informasi/Petugas Layanan 

8 Titin Hasanah Anggota Bidang Pengelola Pengaduan 
Dan Sengketa Informasi/ Petugas 
Layanan 

9 Dedi Prayitno Anggota Bidang Pengelola Pengaduan 
Dan Sengketa Informasi Petugas 
Layanan 
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